BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Tuhan tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup
bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara
semaunya dan tidak ada satu aturan. Salah satu fenomena yang menjamur di
tempat masyarakat terutama pada pemuda dan pemudi adalah banyaknya terjadi
perkawinan wanita hamil karena zina. Akan tetapi demi menjaga kehormatan dan
martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabat
manusia. Sehingga hubungan antara laki-laki dan wanita diatur secara terhormat
dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab dan gabul sebagai lambang
adanya rasa ridha meridhai. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang
aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum
wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan
seenaknya.’

Pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja,
namun merupakan ikatan batiniah antara suami istri dalam menjalin rumah tangga

yang harmonis, tentram dan dibina dengan kasih sayang sesuai dengan yang

! Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Jilid 6, Penerjemah: Mohammad Tahlib, Judul Asli: Figh al-
Sunnah, (Bandung: PT. Alma’arif, tt), cet. Ke-19, h. 8.



dikehendaki Allah SWT.? Untuk mendapatkan rumah tangga yang pebuh dengan
ketenangan dan rasa kasih sayang. Hal ni terdapat dalam surat al-Rum ayat 21:
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Artinya:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-

Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.(QS.al-Rum:21)

Islam mengajarkan bagaimana manusia dalam pergaulan, agar tidak
melakukan prilaku yang dilarang agama dan bebas. Oleh karena itu, diperlukan
dalam pergaulan untuk saling menjaga etika, saling menghormati satu sama lain,
baik laki-laki maupun perempuan.

Pergaulan antara laki-laki dan wanita, terutama muda mudi, semua berawal
dari perkenalan. Setelah perkenalan, maka dilanjutkan dengan pacaran. Dalam
berpacaran keduanya ingin membuktikan cintanya. Yaitu pembuktian dengan cara
melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum akad nikah. Dan akibatnya
berdampak pada kehamilan.

Untuk menutupi aib hamil di luar nikah, terkadang masyarakat justru sering
menutupinya, ada yang lari ke dokter atau ke dukun kandungan untuk

menggugurkan kandungannya. Ada pula yang langsung menikahi pasangan

2 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Gajahmada University Press,
1990), h. 11.



zinanya atau dengan orang lain agar kehamilannya diketahui masyarakat sebahai
kehamilan yang sah.?

Tentang hamil di luar nikah sudah diketahui sebagai perbuatan zina baik
laki-laki yang mengahamilinya maupun wanita yang hamil, dan itu termasuk dosa
besar. Persoalannya adalah bolehkan mengawini wanita hamil karena zina, dalam
hal ini para ulama berbeda pendapat.

Ketentuan mengawini wanita hamil karena zina secara mendalam akan
dijelaskan terlebih dahulu hukum mengawini pezina dan hukum mengawinkan
wanita hamil "menurut nash, pendapat para fugaha, serta di dalam pasal 53

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menikahi wanita pezina di dalam nash terdapat pada surat al-Nur ayat 3:
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Artinya:
Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau
perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan
oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu
diharamkan atas orang-orang yang mukmin.(QS. al-Nur:3)
Berdasarkan ayat di atas, menetapkan bahwa laki-laki pezina maupun wanita
pezina hanya dapat melakukan perkawinan dengan sama-sama pezina atau orang

musyrik. Sedangkan perkawinan pezina dengan orang mukmin diharamkan

(dilarang). Walaupun perkawinan sesama pelaku zina dibolehkan, namun dalam

¥ Chuzaimah T. Yanggo, Figh Perempuan Kontemporer, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2001),
h. 86.



kebolehannya terdapat celaan bahwa perkawinan pezina tersebut identik dengan

perkawinan dengan orang musyrik.

Adapun makna ayat laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan
perempuan yang berzina bahwa pernyataan ini didasarkan kepada kezaliman. Jadi
makna ayat itu, orang yang fasik lagi buruk (akhlaknya) yang biasa berbuat zina
itu tidak menyukai nikah dengan perempuan mukminah yang salehah yang ia
sukai adalah menikahi wanita yang fasik yang buruk akhlaknya (prilakunya)
seperti dirinya atau perempuan musyrikah, sementara perempuan yang fasik lagi

buruk akhlaknya tidak menyukai nikah dengan laki-laki mukmin yang saleh. *

Ibnu Abbas pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan
seorang wanita dan ia bermaksud untuk mengawininya. Dikatakan bahwa Allah
telah berfirman pada QS. al-Nur ayat 3 di atas, lantas Ibnu Abbas menjawab “ini
bukanlah untuk ini, nikahkanlah ia sehingga dosa yang ada maka menjadi
tanggunganku”.>Mulanya perzinaan kemudian diakhiri dengan pernikahan. sama
seperti seseorang yang mencuri buah-buahan di suatu kebun kemudian ia datang
ke pemilik kebun tersebut, lalu ia beli buah yang ia curi tersebut. Apa yang curi

adalah haram sedangkan apa yang ia beli adalah halal.’

* Muhammad Ali ash-Shabuni, Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 1, Penerjemah: Ahmad
Dzulfikar, et. al., Judul Asli: Rawai’u al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur’an, (Depok: Keira
Publishing, 2016), cet. Ke-I, h. 50

> Musa Shalih Syaraf, Fatwa-Fatwa Kontemporer tentang Problematika Wanita,
Penerjemsah: lltizam Syamsuddin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), cet. Ke- 1, h. 50-51.

Loc.cit.



Para fugaha berbeda pendapat mengenai perkawinan wanita yang telah
berbuat zina, jumhur fugaha membolehkan, sedangkan golongan yang lain

melarangnya.”’

Ibnu al-Humam salah seorang ulama Hanafiyah mengungkapkan sebagai

berikut:
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Maka jika seseorang mengawini wanita hamil karena zina, perkawinan itu
hukumnya boleh.

Berdasarkan pendapat Ibnu al-Humam di atas, bahwa mengawini wanita hamil

karena zina hukumnya boleh.

Imam Malik berpendapat seperti yang dikutip oleh Ibnu al-‘Arabi sebagai berikut:
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Imam Malik berpendapat sesungguhnya air zina sekalipun tidak perlu dihormati
akan tetapi air perkawinan perlu penghormatan. Salah satu cara menghormati air
perkawinan adalah dengan tidak menumpahkan di atas air perzinaan yang pada
akhirnya akan bercampur baur air haram dengan air halal dan tercampurnya air
kehinaan dengan air terhormat.

" Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Juz 1-2, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), h. 30.
® Ibnu al-Humam, Syarah Fathu al-Qadir, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) Jilid 111, h. 242.
% Ibnu al-Arabi, Ahkam al-Qur’an, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), Jilid 111, cet., ke-1, h. 338.



Berdasarkan pendapat di atas, Imam Malik tidak membolehkan pernikahan
wanita hamil karena zina, kecuali rahimnya sudah suci. Sucinya rahim dapat

dibuktikan dengan datangnya haid.

Pendapat Mazhab Malik yang lain, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah
Zuhaili dalam kitabnya al-Figh al-Islami wa Adillatuhu sebagai berikut:
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Bahwa tidak dibolehkan dilaksanakannya akad pernikahan terhadap wanita yang
melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid,
atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan sebelum
dibeaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang tidak sah
(fasid). Akad pernikahan tersebut harus dibatalkan, baik dalam keadaan hamil
ataupun tidak.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dipahami bahwa tidak dibolehkan
menikahi wanita hamil karena zina, kecuali rahim wanita tersebut bersih dengan
tiga kali haid atau setelah masa tiga bulan. Bila rahim telah bersih baru boleh

untuk dinikahi.

Imam al-Syafi’i berpendapat sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Nawawi

sebagai berikut:
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%wahbah al-Zuhaili, al-Figh Islami Wa Adillatuhu Juz VII, (Beirut: Darul Fikr, 1989), cet.,
Ke-111, h. 150.

L Al-lmam Abi Zakaria Mahyuddin Ibn Sharaf al-Nawawi, Majmu’ Syarah al-Muhazzab Juz
XVII, (Beirut: Dar al-Fikr), 1996, h. 413.



Boleh melaksanakan akad nikah wanita hamil karena zina disebabkan kehamilan
karena zina itu tidak bisa dihubungkan dengan siapapun keturunannya, maka
keberadaan hamilnya sama dengan tidak ada hamil.

Imam al-Syafi’i berpendapat bahwa mengawini wanita hamil karena zina
hukumnya boleh, baik laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki lain.
Karena tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain dan boleh pula
menggaulinya.’> Dengan demikian, Bila melakukan zina dengan seorang
perempuan, tidak haram baginya untuk menikahi perempuan tersebut.*®

Berdasarkan pendapat di atas, Imam al-Syafi’i membolehkan mengawini
wanita hamil karena zina, baik laki-laki yang menghamilinya, maupun laki-laki
yang lain. Menggaulinya pun dibolehkan.

Mengenai pernikahan wanita hamil juga di atur dalam Kompilasi Hukum
Islam (KHI) Bab VIII pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang
menghamilinya.

2. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.**

Penjelasan pasal 53 KHI tersebut, bahwa wanita yang hamil karena zina

boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran

12 Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group), cet. Ke-1,
h. 91.

3 Wahbah al-Zuhaili, Jilid V11, op. cit., h. 150.

¥ Departemen Agama, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan
Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan
Haji, 2004), h. 320



anak yang dikandungnya. Pasal 53 inilah yang menjadi pedoman oleh Kepala

KUA/PPN/Penghulu untuk menikahkan wanita hamil karena zina.

Menurut M .Ali Hasan, terdapat kekhawatiran pada pasal 53 KHI, karena
takut disalahgunakan sebagian orang. Umpamanya, seorang laki-laki dan wanita
yang telah sepakat untuk berumah tangga, tetapi tidak disetujui orangtuanya.
Kemudian dengan nekat keduanya melakukan hubungan seks. Akhirnya dengan

terpaksa orang tuanya harus menyetujui perkawinannya demi menutupi aib.™

Banyaknya kasus perkawinan wanita hamil karena zina, salah satu
sebabnya, karena hubungan mereka tidak direstui orang tua. Akibat tidak adanya
restu orang tua, mereka melakukan jalan pintas dengan melakukan perzinaan. Bila
sudah hamil orang tua mereka pasti menikahkannya. Pasal 53 KHI pada ayat 1
yang berbunyi seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya. Isi pasal ini secara tidak langsung memberikan peluang

untuk terjadinya perzinaan seperti pada kasus di atas

Nagari Ujung gading Kecamatan Lembah Melintang berlaku sebuah
Peraturan Nagari (Perna) Nomor 03 tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perbuatan Maksiat, Proses Pernikahan dan Pelarangan Hiburan
Malam. Dalam proses pernikahan, terdapat pada pasal 13 Perna No. 03 Tahun

2013 yang berbunyi:

5 M. Ali Hasan, Masail Fighiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum
Islam, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 1998), cet. Ke-Ill, h. 89.



1)

(2)

3)

Setiap calon pengantin perempuan diwajibkan terlebih dahulu melakukan
tes urine (air Seni) di Puskesmas guna menentukan yang bersangkutan
apakah dalam keadaan hamil atau tidak.

Hasil tes urine (air Seni) disampaikan kepada Kepala Kantor Urusan
Agama dalam amplop yang tertutup rapat untuk ditindak lanjuti proses
pernikahannya.

Hasil tes urine bersifat rahasia, tidak boleh dipublikasikan, hanya
diberitahukan kepada pembantu penghulu, orang tua dan ninik
mamak/penghulu adat untuk kepentingan proses pernikahan yang
bersangkutan.

Adapun sanksi bila hasil tes urine positif hamil sebagaimana terdapat pada pasal

27 yaitu:

(1)

@)

Apabila hasil tes urine sebagaimana dimaksud pasal 13 calon pengantin
perempuan terbukti hamil, maka proses pernikahannya tidak boleh
dilaksanakan di rumah orang tuanya, pernikahan dilangsungkan di Kantor
Urusan Agama (KUA) dan hanya diurus oleh ninik mamak yang
bersangkutan sebatas untuk proses pernikahan.

Setelah nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, pasangan
suami istri itu tidak boleh diresmikan pernikahannya dalam bentuk pesta,
baik pesta secara adat maupun pesta dalam bentuk non-formal tidak
memakai adat dan atau hanya tidak boleh dengan acara makan-makan
dengan mengundang orang banyak.

Terkait dengan hal ini, berdasarkan data yang ada pada KUA Kecamatan

Lembah Melintang bahwa persentase calon pengantin perempuan yang sudah

hamil sebelum nikah di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang

berdasarkan hasil tes urine yang dilaksanakan oleh pihak Puskesmas Ujung

Gading yaitu seperti tabel di bawah ini.
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Tabel 1.1:

Persentase perkawinan wanita hamil karena zina di Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Lembah Melintang

] Jumlah Catin
No | Tahun Pencatatan . Persentase Ket.

. Sudah Hamil

Pernikahan

1. 2013 409 42 10,27 % 25 Itsbhat
2. 2014 482 39 8,09 % 50 Itsbat
3. 2015 350 37 10,57 % 33 Itsbat
4, 2016 309 31 10,03% | 43 Itsbat
5. 2017 430 34 7,91 % 35 Itsbat

Sumber Data: KUA Kec. Lembah Melintang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase jumlah calon
pengantin perempuan yang sudah hamil duluan sebelum nikah sangat bervariasi,
tertinggi berada pada tahun 2015 dan terendah berada pada tahun 2017. Kemudian
apabila ditarik rata-ratanya untuk waktu lima tahun ini adalah 9,24 %.

Pada dasarnya bahwa salah satu tujuan dibentuknya peraturan nagari
tersebut adalah untuk mengurangi jumlah calon pengantin perempuan hamil
sebelum nikah di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang, dan
menuntut remaja usia nikah lebih waspada dalam bergaul dan lebih meningkatkan
kewaspadaan dirinya agar tidak menimbulkan malu keluarga. Akan tetapi,
berdasarkan persentase data di atas, nampaknya belum menimbulkan efek jera
bagi remaja usia nikah, meskipun sanksi yang tertera dalam peraturan tersebut
sudah dijalankan dan ditegakkan.

Wanita hamil karena zina yang telah dinikahkan, usia kehamilannya ada

yang satu minggu bahkan ada yang 36 minggu (sembilan bulan) dan pernikahan
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mereka tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) serta mendapatkan Kutipan Akta
Nikah (Buku Nikah).

Melihat banyaknya kasus wanita hamil karena zina di Nagari Ujung
Gading, meskipun diberikan sanksi kepada pelaku, ternyata tidak membuat efek
jera. Peraturan nagari yang berfungsi untuk mencegah perbuatan maksiat, salah
satunya perbuatan zina tidak begitu ampuh untuk mencegah terjadinya perbuatan
zina, buktinya dari tahun ketahun perbuatan zina selalu merajalela. Melihat tidak
adanya efek jera, penulis tertarik untuk menulisnya dalam tesis yang berjudul,
Pelaksanaan Sanksi Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina dalam Peraturan
Nagari No. 03 Tahun 2013 di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah

Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

Rumusan dan Batasan Masalah.

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, adapun
yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab banyaknya kasus perkawinan wanita hamil karena
zina di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang?

2. Bagaimana pelaksanaan Sanksi Perkawinan Wanita Hamil karena Zina dalam
Peraturan Nagari No 3 Tahun 2013 di Nagari Ujung Gading Kecamatan
Lembah Melintang?

3. Kenapa Sanksi Perkawinan Wanita Hamil karena Zina dalam Peraturan

Nagari No. 03 Tahun 2013 tidak efektif?.
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Sedangkan yang menjadi batasan masalah adalah kasus perkawinan wanita
hamil karena zina yang tercatat di KUA Kecamatan Lembah Melitang sejak tahun

2013 sampai 2017.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab banyaknya pernikahan Wanita hamil di Nagari
Ujung Gading, Kec. Lembah Melintang.

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sanksi perkawinan wanita hamil
karena zina dalam Peraturan Nagari No. 3 tahun 2013.

3. Untuk mengetahui kenapa sanksi perkawinan wanita hamil karena zina dalam
Peraturan Nagari No. 3 Tahun 2013 tidak dapat mengurangi sekaligus

memberantas perbuatan zina.

Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan hukum Islam,
khusunya dalam hukum perkawinan.

2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mencari solusi penyebab banyaknya
kasus perkawinan wanita hamil karena zina.

3. Sebagai motivasi kepada pemerintah daerah secara umum dan pemerintah
nagari secara khusus untuk membuat suatu peraturan yang bersifat untuk

memberantas perbuatan maksiat, salah satunya perzinaan
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D. Defenisi Operasional

Pelaksanaan adalah proses, cara, pembuatan melaksanakan (rancangan,
keputusan).*®

Pelaksanaan juga merupakan suatu proses penerapan ide, konsep,
kebijakan dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik
berupa pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.

Sanksi atau hukuman siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang
yang melanggar undang-undang dan sebagainya.*’

Perkawinan adalah ikatan atau hubungan suami istri. UU No. 1 Tahun

1974 pasal 1 menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa.*®

Hamil karena zina adalah seorang pria dan wanita yang melakukan
hubungan kelamin sebelum akad nikah. Akibat perbuatan tersebut si wanita

hamil, atau mengandung calon bayi dirahimnya.

Peraturan Nagari adalah peraturan yang dibuat oleh wali nagari yaitu
Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Perbuatan Maksiat, Proses Pernikahan dan Pelarangan Hiburan Malam di Nagari

16 Hasan Alwi, dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 312.

7 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 1990, cet., ke-3, h. 315.

'8 Departemen Agama RI, op. cit, h.100.
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Ujung Gading. Peraturan ini hanya berlaku di Nagari Ujung Gading Kecamatan

Lembah Melintang dan tidak berlaku pada kecamatan lain.

Nagari Ujung Gading adalah satu-satunya nagari dalam Kecamatan
Lembah Melintang. Sedangkan Kecamatan Lembah Melintang adalah adalah
salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera

Barat.

Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian adalah Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah
Melintang Kabupaten Pasaman Barat.
2. Tekhnik pengumpulan data.
a. Wawancara
Wawancara adalah suatu komunikasi atau dialog yang dilakukan oleh
peneliti kepada responden, yang bertujuan untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan. Adapun yang menjadi sumber data penulis adalah
dokumen, laporan dan hasil wawancara terhadap kasus pernikahan hamil
karena zina di antaranya adalah Kepala KUA, Penghulu, Wali Nagari,
petugas Puskesmas, pengurus BP4 Kecamatan Lembah Melintang, Ninik
Mamak, tokoh masyarakat dan wanita yang pernah hamil karena zina.

b. Dokumentasi
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Istilah dokumen dapat dibagi ke dalam dua macam yaitu dakumen
dalam arti sempit dan dokumen dalam arti luas. Dukumen dalam arti sempit
adalah data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau
suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah barang jadi, dan ini disebut
dengan data skunder di antaranya surat-surat, catatan harian, laporan dan
sebagainya. Sedangkan dokumen dalam arti luas adalah meliputi manumen,

foto, tape, dan sebagainya.™

3. Analisis data
Adapun analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data
yang diperoleh dari buku-buku, dokumentasi diolah secara deskriptif analisis
dan diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan data yang
diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif. Bahan yang masuk

dipilih dan diperbandingkan satu sama lain, kemudian ditarik kesimpulan.

4. Jenis penelitian
Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)
yaitu sebagai suatu cara untuk mendapatkan pengetahuan dan permasalahan
yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif
dengan analisis kualitatif. Menurut Sugiyono Penelitian deskriftif adalah

penelitian yang bersifat menggambarkan suatu fenomena, peristiwa, gejala,

61.

9 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2004, cet. Ke-1, h.
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baik menggunakan data kuantitatif maupun data kualitaif.*’Sedangkan
penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku

yang dapat diamati.?

F. Tinjauan Kepustakaan
Setelah ditelusuri hasil penelitian yang telah dilakukan dalam tesis, telah
ada beberapa tesis yang membahas perkawinan hamil karena zina , akan tetapi
terdapat perbedaan dengan tesis yang akan penulis tulis ini. adapun judul tesis
yang sesuai dengan bahasan tentang perkawinan wanita hamil karena zina tersebut
adalah:

1. Tesis yang berjudul Studi Analisis Tentang Hukuman Denda Bagi Pelaku Zina
di Desa Koto Baringin Menurut Hukum Islam yang ditulis olenh Abdullah
Khoir tahun 2013. Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah: 1)
Bagaimana ketentuan hukuman denda bagi pelaku zina yang diterapkan di
desa Koto Beringin?. 2) Apakah alasan dan tujuan penerapan hukuman denda
bagi pelaku zina di desa Koto Beringin?.3) Bagaimana pandangan hukum
Islam tentang hukuman denda bagi pelaku zina di desa Koto Beringin?.
Sedangkan kesimpulan pada tesis tersebut yaitu: 1) Ketentuan hukuman denda

yang diterapkan di desa Beringin adalah keharusan membayar satu kayu kain (

20 Sugiyono, Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi, (Bandung: Alfabeta, 2013),
h. 336.
21 Ssugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Bina Aksara, 2007), h. 15.
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Rp.2.500.000,-) bagi pelaku zina bujang gadih (ghairu muhshan) dan
ditambah tudung malu bagi pelaku zina anak bini uhang (muhshan).
Hukuman denda ini dijatuhkan apabila pelaku telah terbukti melakukan
perzinaan. Pembuktian perzinaan dilakukan dengan dua cara, yaitu pengakuan
pelaku zina itu sendiri atau melalui kesaksian orang lain. Saksi yang
dibutuhkan untuk pembuktian perzinaan menurut hukum adat desa Koto
Beringin cukup dengan dua orang saja. Hal ini berbeda dengan pembuktian
perzinaan dalam hukum pidana Islam, yang membutuhkan saksi paling
sedikit empat orang laki-laki. Denda yang dibayar oleh pelaku zina bujang
gadih diberikan kepada majlis adat. Sedangkan denda yang dibayar oleh
pelaku zina anak bini uhang akan dibagi tiga, sepertiga diberikan untuk majlis
adat, sepertiga untuk suami yang istrinya berzina dan sepertiga untuk
tengganai. Orang yang tidak mau membayar denda, akan dikucilkan oleh
masyarakat. 2) Alasan penerapan hukuman denda di desa Koto Beringin
adalah karena mengikuti adat dan berdasarkan analogi (giyas) terhadap
hukuman gishas. Adapun tujuan hukuman denda di tetapkan di desa ini adalah
untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina, sebagai upaya preventif bagi
masyarakat supaya tidak melakukan perzinaan dan sebagai cara untuk
mebersihkan nama desa (cuci negeri) 3) Penerapan hukuman denda bagi
pelaku zina sebagaimana yang berlaku di desa Koto Beringin hukumnya
adalah haram, alasannya adalah:a) Hukuman bagi pelaku zina sudah

ditetapkan oleh nash-nash syara’ dan ia termasuk jenis hukuman hudud bukan
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hukuman ta zir sebagaimana hukuman denda. Artinya, hukuman bagi pelaku
zina baik bentuk, ukuran, maupun jenisnya sudah ditentukan dan ia
merupakan hak Allah yang tidak dapat dikurangi, diganti atau dibatalkan
apabila sudah terbukti. b) Hukuman denda yang berlaku di desa Koto Beringin
adalah merupakan hukum adat yang bertentangan dengan nash-nash syara. .c)
Masalah hukuman bagi pelaku zina bukanlah masalah ijtihadiyyah. d)
Maslahat sebagai tujuan penerapan hukum denda seperti ini adalah maslahat
yang mulghah. Sebab, syara’ sendiri sudah menetapkan hukum yang berbeda
dengan apa yag dituntut oleh tujuan tersebut.

. Tesis yang berjudul Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Di Kecamatan
Deputi VIl Kabupaten Kerinci dalam Perspektif Figh Mazhab tesis ini di tulis
oleh Herizal tahun 2015, Rumusan masalah pada tesis ini yaitu: 1) Bagaimana
pelaksanaan pernikahan wanita hamil akibat zina di Kecamatan Deputi VII
Kabupaten Kerinci?. 2) Bagaimana kedudukan pernikahan wanita hamil
akibat zina menurut figh mazhab sunni yang empat. 3) Bagaimana pandangan
masyarakat Kecamatan Deputi VII mengenai pernikahan wanita hamil akibat
zina?. Kesimpulan pada tesis ini adalah: 1) Pernikahan akibat zina terjadi di
Kecamatan Deputi VII sebagai akibat dari pergaulan muda mudi yang
terlampau bebas sehingga sampai berbuat zina. Masyarakat menganggap ini
adalah hal yang biasa, walaupun seperti data yang penulis peroleh di
lapangan, pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa pernikahan akibat

zina adalah sesuatu yang membawa aib bagi keluarga dan masyarakat di
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sekitarnya. Proses pernikahan di KUA Kecamatan Deputi VII, baik
pernikahan akibat zina maupun nikah pada umumnya, tidak mengalami
perbedaan yang mendasar. Hanya saja kalau pernikahan akibat zina tidak
diizinkan oleh ninik mamak untuk dilaksanakan di dalam masjid atau
mushalla, akan tetapi dilaksanakan di rumah mempelai wanita atau di KUA.
Ini merupakan sanksi bagi keluarga pelaku zina tersebut, karena umumnya
masyarakat Kecamatan Deputi VIl melaksanakan akad nikah di dalam masjid.
Keterbukaan pelaku zina menjadi suatu kemudahan bagi petugas untuk
menyelesaikan proses pernikahan dari awal sampai selesainya akad nikah. 2)
Hukum pernikahan akibat zina ini masih khilafiyah, ulama yang
membolehkan di antaranya adalah Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah.
Beliau-beliau ini membolehkan akadnya akan tetapi terjadi perbedaan dalam
hal persetubuhan. Menurut Imam Syafi’i boleh bersetubuh dengannya tanpa
menunggu istibra’ sedangkan Imam Abu Hanifah tidak boleh bersetubuh
tanpa menunggu istibra’. Adapun Imam Malik untuk menikahinya beliau
mensyaratkan istibra’, sedangkan Imam Hambali berpendapat perempuan
yang berzina baik hamil maupun tidak, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki
yang mengetahui keadaannya itu kecuali dengan syarat: iddahnya habis
dengan melahirkan anaknya dan perempuan tersebut telah bertaubat dari
perbuatan zina. 3) Pandangan masyarakat Kecamatan Deputi VII
mengungkapkan bahwa pernikahan yang dilakukan akibat adalah pernikahan

yang tidak bagus, karena sudah melanggar norma agama dan adat setempat,
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karena pada umumnya orang tua pasti malu terhadap prilaku anaknya, karena
sudah membuat aib bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan bagi
agamanya dan umumnya masyarakat menanggapi masalah pernikahan akibat
zina bukan urusan mereka, karena mereka tidak mau ikut campur masalah
orang lain, mereka beranggapan masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh

keluarga dekat pelaku zina tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah tesis di atas, terdapat perbedaan dengan
tesis ini, pada tesis yang di tulis oleh Abdullah Khoir, dalam tesis tersebut
lebih mengarah kepada ketentuan hukuman denda, tujuan hukuman denda
serta ketentuan hukum Islam tentang hukuman denda yang berlaku di Koto
Beringin. Tesis yang di tulis oleh Herizal pembahasannya lebih fokus kepada
proses pelaksanaan pernikahan wanita hamil karena zina serta hukum
pernikahan wanita hamil menurut figih mazhab sunni yang empat di
Kecamatan Deputi VII Kerinci. Sedangkan pada tesis ini lebih fokus
membahas tentang materi hukum tentang sanksi bagi pelaku hamil karena
zina serta kefektifan hukuman tersebut yang berlaku di Nagari Ujung Gading

Kecamatan Lembah Melintang.

G. Sistematika Pembahasan.
Untuk lebih terarahnya pembahasan ini, maka perlu adanya sistematika
pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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Bab | adalah Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan
dan batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, tujuan dan kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian, tinjauan kepustakaan, dan

sistematika pembahasan.

Bab Il adalah pengertian kawin hamil karena zina, hukum kawin hamil

karena zina dan status anak hasil kawin hamil karena zina.

Bab Il adalah monografi masyarakat nagari Ujung Gading, Kec. Lembah
Melintang, terdiri dari keadaan geografis dan pemertintahan, agama dan
pendidikan masyarakat, ekonomi dan mata pencaharian, sosial kemasyarakatan

dan gambaran umum Peraturan Nagari No. 03 Tahun 2013.

Bab IV adalah faktor penyebab banyaknya kasus perkawinan wanita
hamil karena zina di nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang,
pelaksanaan sanksi perkawinan wanita hamil karena zina dalam Peraturan Nagari
Ujung Gading No. 03 tahun 2013 dan tidak efektifnya sanksi perkawinan wanita
hamil karena zina dalam Peraturan Nagari No. 03 Tahun 2013.

Bab V adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran.



